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· Pemindahan ibukota sudah digagas sejak tahun 1957, Bung Karno sudah menyampaikan wacana pemindahan ibukota di Kalimatan Tengah, sehingga pemindahan ibukota bukanlah sesuatu yang tidak patut, akan tapi saat ini keputusan Pak Jokowi dianggap terlalu tergesa-gesa di kalangan masyarakat, yang terpenting secara hukum harus secara benar jangan sampai cacat hukum. (Pak Ayub)
· Ada urgensi dan realitas yang terukur yang dilatar belakangi keseimbangan wilayah, lingkungan, ekonomi, politik social budaya dan pertahanan keamanan kenapa harus pindah ibukota, hal ini merupakan suatu momentum untuk mengurangi Jakarta yang sudah terlalu crowded, sehingga Jakarta bisa menarik nafas,  break sebentar untuk menata kembali jakarta agar menjadi lingkungan lifeable.(Pak Dadang, Pak Wahyu dan Pak Heru)
· [bookmark: _GoBack]Dengan kepindahan IKN dari Jakarta ke IKN nusantara tidak akan mengurangi fungsi Jakarta, akan tetap dikembangkan ipoleksosbudhankam kecuali berkurang fungsi pemerintahan Negara. Jakarta akan tetap memiliki pemerintahan ditingkat provinsi jadi satu layer, sementara ibukota tingkat dua hanya merupakan perangkat daerah dan Jakarta akan tetap sebagai pusat jasa/bisnis, sebagai lokomotif perekonomian Indonesia (Pak Cheka)
· Perspektif DKI Jakarta pasca pemindahan ibukota Negara sedikitpun fungsi Jakarta tidak akan berkurang hanya berkurang pemerintahan negara, tetapi akan tetap tumbuh, dan jakarta tetap sebagai daerah khusus hanya ” Ibukota” nya yang hilang menjadi Daerah Khusus Jakarta.
· Konsep metropolitan tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada apabila hanya Jakarta saja yang ditata akan tetapi kawasan sekitarnya juga harus ditata, koordinasi dengan daerah sekitarnya harus dilakukan, dan sebenarnya untuk konsep metropolitan Jakarta dan sekitarnya sudah ada aspek legalitasnya yaitu Perpres No. 60 tahun 2020 tentang RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabek Punjur dan Perpres No. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 2018 – 2029. Hal ini sebenarnya perangkat perencanaannya sudah terintegrasi tetapi tinggal bagaimana kerjasama dan koordinasinya antara Pemerintah Jakarta dan pemerintah daerah sekitarnya. (Pak Dadang, Pak Wahyu, Pak Heru)
· Dengan kondisi saat ini, Jakarta sulit bisa memenuhi RTR 30 %, akan tetapi dengan pemindahan ibukota Negara ke Kalimantan bukan berarti asset-aset negara serta merta menjadi milik Jakarta dan dapat dihijaukan kecuali sudah hijau, akan tetapi ada aturannya. Dalam memenuhi RTR 30 % hanya dapat dilakukan dengan peremajaan kota dengan penerapan konsep konsolidasi lahan dan mulai menerapkan konsep bank tanah. Dalam rangka konsolidasi lahan sudah harus membangun secara vertical tidak boleh secara horizontal lagi karena keterbatasan lahan dan tata ruang udara harus mulai diatur. Pendekatan reklamasi jangan dengan menimbun laut, karena hal tersebut merusak lingkungan dan ekosistem pesisir.(Pak Heru dan Pak Aca)
· Aset-aset Negara yang ditinggal di Jakarta dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan IKN, dapat dengan sistem KPBU dalam optimalisasi asset yang ditinggalkan (Pak Dadang, Pak Wahyu, Pak Heru)
· Jakarta saat ini sedang pada masa transisi maka perlu segera disusun review Rencana Tata Ruang Jakarta dan Kawasan sekitarnya serta disusun RDTR, dimana muatan RDTR mencakup indikasi program sampai dengan rencana investasi serta lembaga penyelenggara dan  pembiayaannya, sehingga terkoneksi antara perencanaan dengan programmingnya (Pak Aca, Pak Heru)
· Permasalahan utama Jakarta sampai saat ini yang belum bisa diatasi adalah transportasi, persampahan dan banjir, karena merupakan kota lintas dari wilayah sekitarnya. Hal tersebut perlunya penyelesaian pembangunan infrastruktur melalui koordinasi, akan koordinasi tidak mudah dilaksanakan karena adanya kepentingan pihak tertentu, selain itu juga adanya ego sektoral, ego daerah dan ego proyek yang menjadi hambatan dalam koordinasi dan pemecahan berbagai permasalahan yang terjadi.(Pak Heru dan Pak Aca)
· Peran dan fungsi DKI Jakarta saat ini masih tetap sampai ada peraturan baru terkait dengan pemindahan ibukota Negara, dan apabila nanti Jakarta tidak lagi sebgai ibukota Negara maka akan ada penyesuaian OPD, hal tersebut tergantung dari Intensitas pekerjaan dan efisiensi sehingga dapat ditentukan sebanyak apa OPD nya, bisa membesar atau mengecil.(Pak Cheka)
